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Abstract: After amendments were made to the 1945 Policy Laws of the 
Republic of Indonesia from 1999 to 2002, a very significant change in 
the structure of polity took place in the Republic of Indonesia. One of the 
most obvious changes was the direct election of the President and Acting 
President and the formation of the Constitutional Court in accordance 
with 2003 Law Number 24 regarding the Constitutional Court of the 
Republic of Indonesia. One of the duties of the Constitutional Court is 
to undertake an application process for reviewing any law opposed to the 
1945 Policy Law (constitutional review). This article can explain how the 
constitutional review process is one of the existing features of control, 
and also checks and balances among the branches of state power. A 
constitutional review differs from a judicial review. The judicial review 
is wider in scope than the constitutional review. The objects reviewed 
by a judicial review not only identify legal products related to law, but 
also cover law regulations. According to Jimmy Asshiddiqie, former 
Chief of the Constitutional High Court of the Republic of Indonesia, 
this mechanism of constitutional review is accepted as the way modern 
laws of countries widely control the subjects reviewed with respect to  
the authority given to the relevant board under the Policy Laws of a 
particular country.
PENDAHULUAN
Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen pada mulanya dipandang sebagai 
representasi mutlak warga negara dalam rangka ikut serta menentukan jalannya 
pemerintahan. Apa yang diputuskan oleh parlemen, itulah dianggap sebagai keputusan 
rakyat yang berdaulat. Dari sinilah muncul doktrin supremasi parlemen (the principle 
of supremacy of paliament). Doktrin ini memandang bahwa undang-undang (UU) 
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sebagai produk parlemen tidak dapat diganggu gugat apalagi dinilai oleh hakim 
pengadilan yang merupakan cabang kekuasaan yudikatif. Hakim hanya berwenang 
untuk menerapkannya, bukan untuk menilai sebuah UU, apalagi membatalkannya.48
Dalam perkembangannya muncul gagasan pengujian konstitusionalitas UU 
(constitutional review) sebagai salah satu wujud ciri adanya sistem saling mengontrol 
dan mengimbangi (checks and balances) antarcabang kekuasaan negara. Menurut 
Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, mekanisme pengujian 
konstitusionalitas ini diterima sebagai cara negara hukum modern mengendalikan 
dan mengimbangi kecenderungan kekuasaan yang ada dalam genggaman para pejabat 
pemerintahan untuk menjadi sewenang-wenang.49
Dalam praktik penyelenggaraan negara di berbagai negara di dunia, sistem pengujian 
konstitusionalitas UU dapat berwujud melalui pembentukan lembaga khusus dalam 
cabang kekuasaan kehakiman (yudisial) seperti di Indonesia atau dicantumkan sebagai 
salah satu kewenangan Mahkamah Agung yang telah ada sebelumnya, seperti di 
Amerika Serikat (AS).
Dalam konteks praksis penyelenggaraan negara Indonesia, pembentukan UU menjadi 
kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dalam pelaksanaannya harus 
bekerja sama dengan Presiden. Hasil kerja kedua lembaga negara di bidang legislasi ini 
adalah UU yang dapat menjadi obyek gugatan warga negara perseorangan Indonesia 
(WNI) atau kelompok masyarakat. Gugatan itu akan muncul dan diajukan oleh WNI 
atau kelompok masyarakat tersebut ke lembaga peradilan tata negara Mahkamah 
Konstitusi (MK) apabila keberadaan UU tersebut, baik sebagian atau secara 
keseluruhan, dianggap melanggar hak-hak konstitusionalitas mereka yang tercantum 
dalam konstitusi. Dalam perspektif lebih luas UU tersebut telah mengabaikan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam konteks ini makalah singkat ini membahas tentang mewujudkan UU yang 
berkeadilan sosial melalui penerapan pengujian konstitusionalitas UU di Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia. 
LEGISLASI DI INDONESIA
Kata “legislasi” berasal dari kata “legislation” yang berarti (1) perundang-undangan 
dan (2) pembuatan undang-undang. Sementara itu kata “legislation” berasal dari kata 
kerja “to legislate” yang berarti mengatur atau membuat undang-undang.50 Pengertian 
lain menyebutkan bahwa dalam arti sempit legislasi  berarti produk atau proses 
48 Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: Bhuana 
Ilmu Populer, 2008), hlm. 153. 
49 Jimly Asshiddiqie, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2010), hlm. 2.
50 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem 
Presidensial Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 78.
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pembuatan undang-undang, sedangkan dalam arti yang lebih luas, kata legislasi tidak 
hanya menyangkut undang-undang, tetapi juga mencakup pula peraturan pemerintah 
dan peraturan lain yang mendapat delegasi kewenangan dari undang-undang.51 Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata legislasi berarti pembuatan undang-
undang.52 Dalam konteks UUD 1945, kata yang dipakai terkait dengan pembuatan 
undang-undang adalah pembentukan undang-undang.53 
Dalam masyarakat modern, undang-undang memiliki saham penting dalam menata 
kehidupan masyarakat. Perdagangan, perbankan, transportasi, komunikasi yang sudah 
memasuki penggunaan teknologi canggih, perlu ditata secara jelas, terencana, dan 
rasional. Undang-undang bisa dilihat sebagai suatu dokumen yang menuntun proses 
dan perilaku masyarakat. Undang-undang memiliki kelebihan dibanding norma-norma 
lain seperti adat dan kebiasaan. Kelebihan itu disebut legalitas dan legitimitas yang 
biasanya hanya diberikan kepada undang-undang sebagai dokumen yang dihasilkan 
oleh kekuasaan legislatif sebagai satu-satunya badan dalam negara modern yang diberi 
wewenang untuk membuat undang-undang.54
Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 
yang telah diubah oleh MPR pada awal era reformasi, pembentukan UU menjadi 
kewenangan DPR. Putusan MPR tersebut merupakan upaya untuk menempatkan 
DPR sebagai kekuasaan legislatif yang sesungguhnya di mana secara teori dan 
praksis penyelenggaraan negara di dunia pada umumnya, salah satu kewenangan 
cabang kekuasaan legislatif adalah membentuk UU. Perubahan kewenangan dalam 
hal pembentukan UU ini merupakan perubahan fundamental mengingat sebelumnya 
selama beberapa dasawarsa, UUD 1945 menentukan bahwa kewenangan membentuk 
UU itu menjadi kewenangan Presiden. 
Walaupun demikian, UUD 1945 tetap memberi kewenangan bagi Presiden terkait 
dengan pembentukan UU, yakni hak Presiden untuk mengajukan rancangan UU (RUU), 
terlibat dalam pembahasan RUU di parlemen, menjadi pihak yang mengesahkan 
sebuah RUU menjadi UU, dan menjadi pihak yang mengundangkan sebuah UU 
dalam Lembaran Negara (LN). Dengan adanya ketentuan konstitusi yang demikian, 
UUD 1945 menganut paham pemisahan kekuasaan dan memberlakukan sistem saling 
mengontrol dan mengimbangi antara DPR dan Presiden dalam hal pembentukan UU.
Sebuah catatan penting perlu dikemukakan terkait dengan kewenangan DPR dalam 
membentuk UU. Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa 
dalam praktik, biasa terjadi di berbagai negara demokrasi sekalipun, sebagian besar 
RUU memang selalu datang dari pemerintah. Kecenderungan yang terjadi di negara-
51 Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara…, op cit, hlm. 242.
52 Saldi Isra, op cit, hlm. 78.
53 Lihat Pasal 20 ayat (1) UUD 1945: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk 
undang-undang”. istilah “pembentukan” atau “membentuk” ini selanjutnya dipakai dalam peraturan 
perundang-undangan di bawah UUD.
54 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm. 
94-95.
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negara Eropa sejak akhir abad ke-20, pemerintahlah yang paling banyak mengambil 
inisiatif untuk menyusun dan mengajukan RUU. Oleh karena itu, di Perancis, Jerman, 
dan di berbagai negara lainnya, RUU yang diajukan Pemerintah selalu lebih banyak 
daripada RUU yang diajukan oleh para anggota parlemen.55
DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat berisi wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh 
rakyat melalui pemilihan umum secara langsung yang berlangsung secara berkala 
lima tahun sekali. Wakil-wakil rakyat tersebut ditentukan oleh partai-partai politik 
peserta pemilu. Rumusan ini menyebabkan para anggota DPR mempunyai dua sisi, 
yakni sebagai wakil rakyat yang memilihnya sekaligus sebagai utusan partai politik 
peserta pemilu di dalam parlemen. Secara teoritis dan ideal, keberadaan para anggota 
DPR merupakan wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun dalam 
praktik, mereka lebih banyak memperjuangkan kepentingan partai politik yang 
mengirimkannya ke DPR. 
Konsekuensi dari konstruksi yang demikian menyebabkan sering terjadinya 
kesenjangan antara aspirasi dan kepentingan rakyat dengan aspirasi dan kepentingan 
politik para anggota DPR dan partai politiknya. Akibatnya kita sering melihat warga 
masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, dan organisasi kemasyarakatan yang 
mengeritik UU hasil kerja DPR karena tidak sesuainya isi UU tersebut dengan aspirasi 
dan kepentingan masyarakat. 
Kesenjangan antara kepentingan rakyat dan hasil kerja DPR ini juga akibat dari karakter 
yang melekat dalam diri DPR sebagai lembaga politik. Sebagai lembaga politik, 
maka yang menonjol dari DPR adalah aspek politik dalam bentuk masing-masing 
partai politik di dalamnya memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politiknya, 
termasuk dalam pembahasan sebuah RUU. Pertimbangan dan kalkulasi politik partai 
politik mendominasi setiap tahap pembahasan sebuah RUU. Dengan demikian DPR 
niscaya akan mengutamakan aspirasi dan kepentingan politik partai-partai yang 
ada di dalamnya dibandingkan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, 
walaupun ada perbedaan atau bahkan pertentangan antara kepentingan politik DPR 
dengan kepentingan rakyat. Dengan demikian keadilan sosial yang hendak dicapai 
melalui pembentukan UU boleh jadi tidak dapat diwujudkan oleh karena berbagai 
pertimbangan dan kepentingan politik di parlemen tersebut.
Sebelum perubahan UUD 1945 pada awal era reformasi, kondisi ini tidak mempunyai 
mekanisme konstitusional untuk mengatasi atau menyelesaikannya secara maksimal. 
Oleh karena menurut UUD 1945 yang saat itu belum diubah, pengujian terhadap UU 
hanya dapat dilakukan oleh MPR, itupun di penghujung pemerintahan Orde Baru dan 
tidak pernah dilakukan oleh MPR hingga berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. 
Menurut ketentuan, pengujian hanya dapat dilakukan terhadap peraturan di bawah 
undang-undang oleh Mahkamah Agung yang jarang sekali dipraktikkan, dan kalau pun 
ada putusan-putusan MA mengenai hal ini dipandang tidak memenuhi rasa keadilan 
masyarakat luas.
55 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 282-283.
Proceedings of the Second on National Resilience (SNAR II)  191 
Perubahan fundamental terjadi dengan datangnya era reformasi yang salah satu 
tuntutannya adalah amendemen UUD 1945. Tuntutan ini muncul atas pertimbangan 
dan analisis para pakar bahwa konstruksi UUD 1945 yang executive heavy dan kurang 
lengkap menjadi salah satu faktor berkembangnya kekuasaan yang melampaui batas 
dan melanggar hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Sebagai tindak lanjut 
tuntutan itu telah dilakukan reformasi konstitusi pada awal era reformasi (1999-2002) 
dengan salah satu hasilnya adalah  mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah 
Konstitusi (MK) ke dalam UUD 1945.56  
PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UU OLEH MK
Pengujian konstitusionalitas dalam arti judicial review on the constitutionality of 
law atau pengujian judisial atas konstitusionalitas undang-undang baru diadopsi ke 
dalam sistem sistem ketatanegaraan Indonesia dengan dicantumkannya ketentuan 
pembentukan MK dalam UUD 1945  hasil Perubahan Ketiga yang disahkan MPR 
pada 2001 yang lalu.57 Ketentuan selengkapnya mengenai hal ini tercantum dalam 
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum.”58
Pengujian konstitusionalitas (contitutional review) memiliki perbedaan dengan 
judicial review. Menurut Jimly Asshiddiqie, judicial review lebih luas dibandingkan 
constitutional review karena objek yang diuji judicial review tidak hanya mengenai 
produk hukum berbentuk undang-undang, tetapi mencakup pula peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang. Dari sisi lain, judicial review dapat pula 
mencakup pengertian yang lebih sempit karena subjek yang mengujinya hanya hakim 
atau lembaga judisial, sedangkan constitutional review bisa lebih luas subjek yang 
mengujinya karena tergantung lembaga mana yang diberikan kewenangan oleh 
Undang-Undang Dasar suatu negara.59
Menurut Herbert Hausmaninger, konsep constitutional review merupakan buah 
perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang 
didasarkan atas ide-ide negara hukum (rule of law), prinsip pemisahan kekuasaan 
(separation of powers), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (the 
protection of fundamental rights).60 
56 Pengaturan Mahkamah Konstitusi RI terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 
hasil Perubahan Ketiga pada 2001.
57 Jimly Asshiddiqie, Model-model Pengujian …, ibid., hlm. xv.
58 Huruf tebal oleh penulis.
59 Jimly Asshiddiqie, ibid., hlm. 3-4.
60 Ibid., hlm. 8.
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Sistem constitutional review menurut Herbert Hausmaninger mencakup dua tugas 
pokok, pertama, untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan 
perimbangan peran antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga 
peradilan  untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang 
kekuasaan. Kedua, untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan 
kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang 
dijamin dalam konstitusi.61 Dengan demikian pengujian konstitusionalitas itu memang 
diperlukan dalam rangka melindungi dan mengawal pelaksanaan hukum dan konstitusi 
dalam praktik sehari-hari.62
Melalui pelaksanaan tugas MK, UUD 1945 hendak dikawal agar dilaksanakan dan 
ditegakkan, dan setiap pelanggaran atas UUD 1945 mendapat sanksi tegas. Keberadaan 
MK hendak menjamin hak-hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia 
sehingga tidak dapat dilakukan pengabaian atau bahkan pelanggaran hak-hak tersebut. 
Melalui MK juga hendak dijamin hak-hak konstitusional warga negara masuk dalam 
UU sehingga apabila ada UU yang dipandang melanggar hak-hak konstitusional 
warga negara maka.  
Oleh karena itu, pembentuk UU (DPR yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan 
Presiden) dalam melakukan pembahasan pembentukan UU hendaknya harus terus 
menerus menggali nilai-nilai keadilan sosial dan mengelaborasi hak-hak konstitusional 
warga negara yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam lingkup lebih luas, pembentuk 
UU hendaknya menjadikan UUD 1945 sebagai acuan dasar dalam membahas dan 
membentuk UU dalam bentuk konkrit memasukkan dan menerjemahkan secara tepat 
isi, semangat, dan maksud serta tujuan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal sebuah UU. 
Hal ini penting dilakukan DPR bersama Presiden apabila hendak memperoleh sebuah 
UU yang sesuai dengan UUD 1945 dan tidak berpotensi untuk digugat ke MK karena 
tidak memenuhi rasa keadilan sosial dan melanggar hak-hak konstitusional warga 
negara. Apabila akhirnya UU jenis ini diuji ke MK, terbuka peluang cukup besar bagi 
MK untuk membatalkan keberlakuan UU tersebut, baik sebagian atau keseluruhan 
oleh karena UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945.
Bagi para penggugat yang mengajukan gugatan pengujian konstitusionalitas UU 
ke MK, langkah mereka tersebut dipandang sebagai ikhtiar untuk “memurnikan” 
sebuah UU agar tidak terkontaminasi dengan kepentingan dan kalkulasi politik 
partai-partai politik di DPR yang tidak berkesesuaian dengan keadilan sosial dan hak-
hak konstitusional warga negara. Selanjutnya UU yang telah “dimurnikan” melalui 
putusan MK tersebut akan memenuhi persyaratan mengandung keadilan sosial dan 
memuat hak-hak konstitusional warga negara.
Dalam konteks ini kita memahami betapa besar dan pentingnya peran sembilan hakim 
konstitusi pada MK dalam upaya menyaring UU agar sesuai dengan UUD 1945, 
memenuhi keadilan sosial, dan memuat hak konstitusional warga negara melalui 
61 Ibid., hlm. 8-9.
62 Ibid,, hlm. 9.
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pranata pengujian konstitusional. Di tangan sembilan hakim MK itulah terletak 
harapan masyarakat luas bahwa UU yang ada atau lahir merupakan perwujudan dari 
keadilan sosial.
PENUTUP
Sebagai lembaga politik, secara alamiah DPR mengutamakan kepentingan dan 
pertimbangan serta kalkulasi politik dalam membentuk sebuah UU. Hal ini dapat 
mengakibatkan diabaikannya keadilan sosial dan hak-hak konstitusional warga negara 
yang dijamin dalam UUD 1945 yang dapat berakhir pada gugatan waga negara 
atau kelompok masyarakat ke MK. Apabila MK dapat membuktikan UU tersebut 
bertentangan dengan UUD 1945 maka MK memutuskan UU tersebut dibatalkan 
keberlakuannya. Dengan demikian kerja keras DPR dalam merumuskan sebuah 
RUU (apabila RUU tersebut datang dari DPR) dan melakukan pembahasan bersama 
Presiden terhadap sebuah RUU yang diakhiri dengan kompromi agar dapat dicapai 
kesepakatan antara DPR dan Presiden mengenai pengesahan sebuah RUU menjadi 
UU, akan menjadi mubazir dan tidak bermanfaat.
Oleh karena itu guna menghindarkan hal tersebut, selain mempertimbangkan aspek 
politis, pembentuk UU hendaknya memberi tempat prioritas bagi ikhtiar untuk 
menggali dan memasukkan pemikiran, isi, maksud dan tujuan dari Pembukaan dan 
pasal-pasal UUD 1945 yang di dalamnya antara lain menganut paham keadilan sosial 
dan memuat hak-hak konstitusional warga negara ke dalam sebuah RUU yang tengah 
dibahas. Dengan demikian kelak dapat disahkan UU yang sesuai dengan UUD 1945 
sehingga rakyat mendukung pelaksanaannya serta terhindar dari gugatan ke MK yang 
dapat berujung pada pembatalan keberlakuan UU tersebut.
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